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Abstrak 

Justice Collaborator pada dasarnya mempunyai pengertian yaitu memberikan suatu istilah pada 
seseorang yang melakukan kejahatan yang berkerjasama bersamaan apparat penegak hukum 
untuk mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Perihal justice collaborator ini juga termuat 
di dalam UU 13/2014 tentang Peruban Kedua UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Perlindungan justice collaborator adalah suatu hak yang melekat pada saksi maupun korban yang 
membantu penyidikan di dalam hal tindak pidana khususnya pada tindak pidana pembunuhan 
berenca. Namun demikian perlindungan justice collaborator khususnya di dalam pembunuhan 
berncana tidak diatur secara menyeluruh oleh UU a quo, sehingga terdapat kekosongan hukum. 
Rumusan masalah yang dikenakan dalam hal ini yakni apa bentuk perlindungan hukum justice 
collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Saksi maupun korban yang menjadi 
justice collaborator juga berhak mendapatkan bentuk perlindungan hukum, seseorang atau subjek 
hukum yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana atau bahkan seseorang 
yang menjadi saksi sekaligus terlibat di dalam perbuatan tindak pidana tentu berhak mendapat 
jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud yakni tidak hanya pada saat berjalannya 
kasus saja tetapi juga jaminan kehidupan yang aman, sehingga jaminan tersebut akan dijamin juga 
oleh LPSK sebagai lembaga yang berhak dalam hal itu. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum 
terhadap justice collaborator dalam tindak pembunuhan berencana. Antara lain perlindungan 
hukum preventif yakni perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan 
secara khusus, pemberian penghargaan. Sedangkan bentuk perlindungan represif pelaku tindak 
pidana dalam hal pembunuhan berencana dapat mengajukan pada LPSK sesuai dengan ketentuan 
Nomor 9 SEMA 4/2011. 
Kata Kunci: justice collaborator, Saksi, Korban. 

 

Abstract 
Justice Collaborator basically has the meaning of giving a term to someone who commits a crime 
that cooperates with law enforcement officials to uncover the veil of crimes he knows. The issue  of 
justice collaborator is also contained in Law 13/2014 concerning the Second Amendment of Law 
13/2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The protection  of justice collaborator 
is an inherent right for witnesses and victims who assist investigations in criminal acts, especially in 
the crime of murder. However, the protection of justice collaborators, especially in murder, is not 
thoroughly regulated by the law  a quo, so there is a legal vacuum. The formulation of the problem 
imposed in this case is what is the form of legal protection  of justice collaborators in the crime of 
premeditated murder. Witnesses and victims who become justice collaborators  are also entitled to 
a form of legal protection, a person or legal subject who is a witness in a premeditated murder 
crime or even someone who is a witness and involved in a criminal act is certainly entitled to legal 
protection guarantees. In this case, what is meant is not only at the time of the case but also the 
guarantee of a safe life, so that the guarantee will also be guaranteed by the LPSK as the institution 
entitled in that regard. There are 2 (two) forms of legal protection for justice collaborators in 
premeditated murder. Among others, preventive legal protection, namely physical and 
psychological protection, legal protection, special handling, awarding. Meanwhile, the form of 
repressive protection for criminal offenders in the event of premeditated murder can apply to the 
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LPSK in accordance with the provisions of Number 9 SEMA 4/2011. 
Keywords: justice collaborator, witness, victim. 

 

PENDAHULUAN 

Hukum yakni suatu unsur terpenting di dalam menggerakkan sendi pada kehidupan 

masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Salah satu unsur yang paling penting di dalam 

suatu negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan 

masyarakat berdasarkan asas-asas hukumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam konstitusi yang 

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar itu segala 

perbuatan dalam dirinya harus berdasarkan hukum sebagai kehidupan bernegara. Sebagai 

negara yang berbadan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadikan hukum 

sebagai instrumen bagi terwujudnya tujuan negara, karena tertib negara timbul apabila 

tatanan hukum dapat menjiwai dan mewujudkannya. Atas dasar inilah negara lahir dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan dan perdamaian. Kemakmuran dan kedamaian harus 

dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada gangguan ketertiban dan tidak ada 

pembatasan kebebasan ketika yang ada hanya kedamaian dan ketentraman pribadi tanpa 

adanya pihak lain.(CDM et al., 2020) 

Setiap negara hukum wajib tunduk pada hukum. Memang, seringkali warga negara 

lalai atau dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya untuk merugikan masyarakat lain. 

Dikatakan juga bahwa warga negara melanggar hukum karena ada kewajiban tertentu di 

bawah hukum. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum yang juga 

mensyaratkan terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena 

keberadaan hukum pidana dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya negara 

mencari ketertiban. Hal ini juga didukung oleh paradigma dimana hukum pidana hadir 

untuk melindungi dan menegakkan supremasi hukum guna menjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Namun, dalam kehidupan nyata dapat dipastikan bahwa akan 

selalu ada peristiwa yang berdampak dan menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat.(Marpaung & Asas, 2009)  

Sejalan dengan itu, konstitusi Indonesia memberikan perlindungan tersebut 

termuat pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang pada intinya menitikberatkan pada 

perlindungan, pelestarian, serta adanya pengakuan HAM, yaitu suatu yang dibebankan 
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negara. dan terutama pemerintah. Perlindungan hukum, yaitu melindungi hak asasi 

manusia yang dilanggar oleh subjek hukum lain, serta perlindungan hukum ini didapatkan 

oleh tiap masyarakat untuk dapat seluruh hak yang diberi oleh hukum. Dengan demikian, 

perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari segala gangguan dan ancaman 

dari berbagai pihak. 

Perlindungan saksi suatu pemberian hak yang digunakan oleh saksi dalam proses 

pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya 

disebut LPSK) (Siswanto Sumarsono, 2012). Atas dasar itu dapat dipahami bahwa 

perlindungan hukum terhadap saksi adalah suatu jaminan standar yang dimaksudkan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi pada saat memberikan keterangan dalam proses 

pidana, sehingga keselamatan dan kepentingan saksi tidak terganggu. Perlindungan hukum 

merupakan wujud dari pelayanan yang harus dimanfaatkan oleh negara untuk melindungi 

hak-hak rakyatnya (Natalia, 2013). Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, 

masyarakat menyadari bahwa sudah saatnya saksi dan korban mendapat perlindungan 

dalam sistem peradilan. hakim atau saksi kooperatif merupakan istilah baru dalam proses 

penuntutan di Indonesia.hakim mengacu pada ketentuan bahwa tindak pidana tertentu 

(dalam hal ini, pembunuhan tingkat pertama) memungkinkan tersangka, terdakwa, atau 

terpidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak 

pidana tersebut.  

Ekspresi pegawai pengadilan Intinya, ini tentang memberikan identitas kepada 

penjahat yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam menyelesaikan 

kejahatan yang mereka ketahui. Tegasnya, penggugat yang bekerja sama adalah seorang 

individu, dalam kapasitasnya sebagai pelapor atau pelapor, yang membantu lembaga 

penegak hukum berupa informasi material, bukti pendukung, dan keterangan atau 

kesaksian yang dapat mengungkap suatu kejahatan yang melibatkan individu tersebut. 

kejahatan yang dilaporkan (Satria, 2016). 

Hakim memainkan peran penting dalam mendeteksi kejahatan karena sistem 

peradilan pidana seringkali tidak mampu mendeteksi, memberantas atau memberantas 

berbagai kejahatan terorganisir. Praktek penegakan hukum seringkali menemui berbagai 

hambatan baik hukum maupun non hukum dalam pengungkapan dan penyidikan tindak 
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pidana secara utuh, khususnya dalam penetapan saksi kunci dalam proses peradilan mulai 

dari penyidikan hingga penuntutan (Wijaya, 2012). 

Ada ihakim idisebutkan idalam iberbagai ipasal iundang-undang isebagai iberikut: 

iPertama, iPasal i1(2) ijuncto iPasal i10, ihingga ipada iPasal i10A iUndang-Undang iNomor 

i31 iTahun i2014 itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i13 iTahun i2006 

itentang iPerlindungan iSaksi idan iKorban i(selanjutnya idisebut isebagaimana iUU i13 

i2006). iKedua, iSurat iEdaran iMahkamah iAgung iNo. i4 iTahun i2011 itentang iPerlakuan 

iWartawan iPidana i(Whistler) idan isaksi iyang ibekerja isama i(pegawai ikejaksaan) idalam 

ibeberapa iproses ipidana. i(Selanjutnya idisebut iSEMAWhistler iDi idalamhakim). 

iPeraturan iBersama iKetiga iMenteri iHukum idan iHak iAsasi iManusia iRepublik 

iIndonesia iNomor: iM.HH-11.HM.03.02.th.2011, iJaksa iAgung iRepublik iIndonesia 

iNomor: iPER045/A/JA/12 i/2011, iKapolri iNomorl:l i1l iTahunl i2011,l iKomisil 

iPemberantasanl iKorupsil iNomorl:l iKEPB-02/01-55/12/2011l idanl iPresidenl 

iPerlindunganl iSaksil idanl iKorbanl iRepublikl iIndonesial iNomorl i:l i4l iTahunl i2011l 

i(selanjutnyal idisebutl iSuratl iPerintahl iBersamal iyangl iditetapkanl iolehl iMenkumham,l 

iKejaksaanl iAgungl iRI,l iPolri,l iKPKl idanl iLPSK). 

Berdasarkan ipadal iketentuanl itersebutl idil iatas,l idenganl iadanyal isuatul 

ipenetapanl istatusl isebagail iterdakwal imaupunl iterpidanal imenjadil ijusticel 

icollaboratorl imenimbulkanl isuatul iakibatl ihukuml iyaknil iterdakwal imaupunl 

iterpidanal iberhakl imendapatkanl iperlindunganl isesuail idenganl iperaturanl 

iperundang-undanganl iyangl iberlaku.l iDalaml ihall iini,l ipemenuhanl ihakl ijusticel 

icollaboratorl imestinyal iterpenuhi.l iBerdasarkanl ipadal ihall itersebut,l imakal itelahl 

iterdapatl idiskursusl idil idalaml iperlindunganl ihukuml ijusticel icollaboratorl idil idalaml 

itindakl ipidanal ipembunuhanl iberencanal iyangl isesuail idenganl ihakl iasasil imanusia,! 

isehingga! ipenulis! itertarik! imenulis! idengan! ijudul! i“Perlindungan!iHukum! iTerhadap! 

iJustice! iCollaborator! iDalam! iTindak! iPidana! iPembunuhan! iBerencana”. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, menurut 

Peter Mz, penelitian hukum adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan aturan-

aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum guna menjawab segala isu 
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hukum yang dihadapi. Di dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni 

metode pendekatan kasus (case approach), metode pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

LPSK merupakan badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan 

perlindungan dan hak-hak lain kepada korban dalam UU 13 2006. Untuk perlindungan saksi 

dan korban yaitu  (Simanjorang, 2015) : 

a. Memberikan |Perlindungan |Terhadap |Korban |Kejahatan 

Persyaratan Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006 menjadi dasar kewajiban LPSK 

untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan ini. Pembelaan hak asasi 

manusia dan perlindungan korban kejahatan berjalan beriringan. Oleh karena itu, LPSK 

berkeyakinan bahwa tidak ada pelanggaran hak korban yang terjadi selama proses 

pidana dalam kasus ini. Penghormatan terhadap martabat manusia ditunjukkan. Pasal 

5(1)(a) yang melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta 

membebaskan korban dari ancaman membuat, membuat, atau membuat pernyataan, 

merupakan perlindungan utama yang dituntut oleh korban tindak pidana dan |LPSK 

|sebagai |bentuk |pelayanan |kepada |korban |yang |ingin |ditawarkannya. Selain 

itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus menjamin bahwa korban 

harus dititipkan di tempat yang dirahasiakan dari setiap orang untuk menjamin 

keselamatannya guna menjaga perlindungan |salah |satu |hak |korban |tersebut |di 

|atas. 

Karena |jaminan |perlindungan |yang |maksimal menunjukkan bahwa korban 

kejahatan, bukan penjahat, yang mencapai keadilan, maka jenis perlindungan di atas 

merupakan cara konkrit untuk mempraktekkan prinsip-prinsip keamanan dan keadilan 

yang menjadi landasan untuk melindungi korban. 

b. Mendapatkan aplikasi dan meninjau permintaan perlindungan korban. 

Dapatkan idan itinjau ipermintaan iuntuk iperlindungan ikorban. iLPSK iwajib 

imenerima isetiap ipermintaan itertulis idari ikorban idalam irangka imenjalankan 

ikewajibannya isebagai iorganisasi iyang imemberikan ibantuan ipembelaan ikepada 

ikorban idalam isemua iproses iacara ipidana idi iruang isidang. iatas iprakarsa 
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ikorban iatau iatas ipermintaan iwakil iyang idiberi iperlengkapan isesuai idengan 

iPasal i29 iUU iPerlindungan iKorban. iHal itersebut idi iatas imenunjukkan ibahwa 

iLPSK iharus imenerima ipermintaan itertulis iapa ipun iselain ipetisi iuntuk 

iperlindungan iindividu itertentu. iIni iadalah icontoh ipenerapan iprinsip 

inondiskriminasi, isehingga imasyarakat iyang imeminta iperlindungan iLPSK itidak 

idalam ibahaya. iApalagi iasas inondiskriminasi iini imengikuti ipenerapan iasas 

ipersamaan idi idepan ihukum, iyaitu ipersamaan idi idepan ihukum 

Selain imenerima ipermohonan itertulis idari ikorban, iLPSK ikemudian idiberi 

imandat iuntuk isegera imenyelidiki ipermohonan iyang idiajukan iberdasarkan iPasal 

i29 iHuruf iB iUndang-Undang iPerlindungan iSaksi idan iKorban idan isegera 

imenyelidiki ipermohonan isebagaimana idimaksud idalam ihuruf iA. iKata i"segera" 

idalam ipasal itersebut isecara ijelas imengartikan ibahwa iLPSK iharus imelakukan 

ipemeriksaan iterhadap ipermohonan iperlindungan iyang idiajukan ioleh ikorban 

itindak ipidana isesegera imungkin, idengan imaksud iuntuk itidak imeninggalkan 

iberkas ipermohonan idan istandar ipelaksanaan iefektif iLPSK idalam imenjalankan 

itugasnya isebagai ialat ibukti. i, idan iyang itidak ikalah ipentingnya, ikorban iharus 

imengetahui idengan icepat iapakah ilamarannya iditerima iatau itidak. idapat 

iditemukan. iJika ipermohonan iberhasil, ikorban ilangsung imendapat iperlindungan 

ihukum idi ibawah inaungan iDanish iWitness iand iVictim iProtection iAgency. 

iDengan idemikian, ihal iini imenunjukkan ibahwa ikorban imemiliki ikepastian 

ihukum iyang ijelas idalam iusahanya imendapatkan ipelayanan idari iLPSK, 

ikhususnya ibentuk iyang imenggambarkan iasas ikepastian ihukum 

c. Memberi Keputusan Atas Perlindungan Korban  

Pasal |yang |sama |dari |Undang-Undang |Perlindungan |Saksi |dan |Korban 

|(Pasal |29) |mengatur |bahwa |keputusan |LPSK |atas |permohonan |korban |harus 

|dibuat |secara |tertulis |7 |hari |setelah |permohonan |perlindungan |diajukan. 

|Dalam |hal |ini, |LPSK |memiliki |dua |opsi |untuk |memutuskan |berdasarkan 

|hasil |pemeriksaan |atas |permohonan |korban, |yakni |menerima |atau |tidak. 

|Putusan |tersebut |diambil |berdasarkan |beberapa |pertimbangan |kelayakan |dan 

|bukan |berdasarkan |apakah |korban |memenuhi |syarat |Pasal |28 |Undang- 

|Undang |Nomor |28 |Tahun |13 |Tahun |2006, |yaitu: 
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 “Perjanjian Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Sifat pernyataan yang bermakna dan/atau kesaksian korban. 

2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban. 

3) Hasil analisis saksi dan/atau korban oleh tim medis-psikologis. 

4) Saksi dan/atau korban mendokumentasikan kejahatan yang tidak pernah 

dilakukan 

5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas melindungi dan 

mendampingi korban bertindak sebagai perantara dalam penegasan hak ganti 

rugi atas pelanggaran HAM berat Hak mendapat ganti rugi di pengadilan atas 

permintaan korban tindak pidana. 

Salah satu fungsi LPSK diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap korban. Sedangkan hak atas ganti 

rugi adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah karena pelaku tidak 

mampu mengganti rugi. Pemulihan pemerintah dilakukan bukan karena pemerintah 

bersalah, tetapi untuk pembangunan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Selain itu, ada hak dan kewajiban yang terkait. Dalam hal ini hak dan kewajiban 

saksi sama dengan korban yaitu: Pasal 5 UU 13 2006 adalah sebagai berikut: 

a. di dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga dan harta 

bendanya serta bebas dari ancaman sehubungan dengan pernyataan yang dibuat 

atau dibuatnya; 

b. ikut serta dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan keamanan 

dan dukungan keamanan; 

c. memberikan informasi tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. menerima informasi perkembangan kasus; 

g. menerima informasi tentang keputusan pengadilan; 

h. diketahui sehubungan dengan keluarnya pelaku; 
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i. memiliki identitas baru; 

j. dapat tempat tinggal baru; 

k. menerima penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

l. mencari nasihat hukum; dan/atau 

m. mencari bantuan penghidupan sementara dengan batas waktu yang ditentukan. 

Keseimbangan hak yang melekat meletakkan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh korban sebagai berikut (Gosita, 2004) : 

a. di dalam  Jangan berkorban karena balas dendam (main hakim sendiri). 

b. Partisipasi sosial mencegah tindakan dan meningkatkan jumlah korban. 

c. Mencegah kehancuran korban oleh diri sendiri dan orang lain. 

d. Ikut serta membina pembuat korban. 

e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 

f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban. 

g. Memberi kesempatan pada pembuat untuk memberi kompensasi pada pihak korban 

sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa). 

h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan. 

Mekanisme iperlindungan ihukum ibagi isaksi idan ikorban iLembaga iPerlindungan 

iSaksi idan iKorban i(LPSK) ididasarkan ipada iUU iPerlindungan iSaksi idan iKorban iNo. 

i13 iTahun i2006. iUU iNo. iKeberadaan iUU i13 i2006 imemberikan. iSemoga 

ipernyataan itersebut idilandasi irasa iaman idan inyaman. iPerlindungan isaksi idan 

ikorban idijamin iberdasarkan ibeberapa iprinsip iyang idiatur idalam iPasal i3 iUU iNo. 

i13 iTahun i2006, iyaitu i1) imenghormati imartabat; i2) iMakna ikeamanan; i3) 

ikeadilan; i4) inon-diskriminasi; i5) iKepastian ihukum. iSebelum isaksi idan ikorban 

imendapatkan iperlindungan ihukum idari iLembaga iPerlindungan iSaksi idan iKorban 

i(LPSK), imereka iharus imelalui ibeberapa iprosedur iyang iditetapkan ioleh iLembaga 

iPerlindungan iSaksi idan iKorban i(LPSK) idan imemenuhi ipersyaratan iuntuk 

imendapatkan iperlindungan idari iPerlindungan iSaksi idan iKorban. iOtoritas. i(LPSK). 

iLembaga iPerlindungan iKorban i(LPSK) iPasal i28, iPasal i29, iPasal i30, iPasal i31, 

iPasal i32, iPasal i33, iPasal i34, iPasal i35 idan iPasal i36 iUU iPerlindungan iSaksi idan 

iKorban iNo. i13 itahun i2006. 

Pasal i28 iUndang-Undang iPerlindungan iSaksi idan iKorban iNo. i13 iTahun i2006 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.3 No.3 September - Desember 2023 

 

Doi: 10.53363/bureau.v3i3.330  2418 

 

imenyatakan ibahwa isemua isaksi idan/atau ikorban idapat imemperoleh 

iperlindungan ihukum idari iLembaga iPerlindungan iSaksi idan iKorban i(LPSK) iapabila 

imemenuhi ipersyaratan isebagaimanadimaksud idalam ipasal iini. iSelain iitu, imereka 

ijuga iharus imemenuhi ipersyaratan iformal idan isubstantif iyang idiatur idalam 

iketentuan iPasal i5  

  Peraturan iBadan iPerlindungan iSaksi idan iKorban iNomor i6 iTahun i2010 itentang 

iTata iCara iPerlindungan iSaksi idan iKorban. iUntuk ipenjelasan isebagaimana 

idimaksud idalam iPasal i5 iberlaku iketentuan iPasal i6 iPeraturan iLPSK. iTata icara 

ipemberian iperlindungan ikepada isaksi idan ikorban idijelaskan idalam iUU i13 i2006, 

iberbunyi isebagai iberikut: i“Tata icara imemperoleh iperlindungan isebagaimana 

idimaksud idalam iPasal i5 iadalah: 

a. Di dalam Saksi dan/atau korban mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK 

atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang; 

b. LPSK segera melakukan investigasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf (a); 

c. Keputusan LPSK akan disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah pengajuan permohonan perlindungan.” 

Ketentuan Pasal 29 mengatur apakah permintaan tertulis atau permintaan 

perlindungan harus dilakukan oleh saksi/korban dan pejabat yang berwenang, tetapi juga 

oleh keluarga saksi dan korban serta pendamping saksi dan korban. . Uraian tentang tata 

cara menjamin perlindungan yang layak, yang menjadi tugas lembaga perlindungan saksi 

dan korban, dimuat dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 29 UU13 2006.  

1. Dalam hal menerima permohonan saksi dan/atau korban berdasarkan pasal 29 LPSK, saksi 

dan/atau korban harus menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi 

syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. PCS. 2 Pernyataan kesediaan untuk 

memenuhi syarat-syarat perlindungan saksi dan korban. 

Proses idari ipermohonan ihingga ipersetujuan ipermohonan iseringkali 

imembingungkan isaksi idan ikorban iyang iharus imelalui iproses ipanjang iuntuk 

imendapatkan iperlindungan idari iLPSK. iInilah isebabnya isaksi idan/atau ikorban 

iseringkali ienggan imencari iperlindungan iLPSK idan ilebih imemilih idiam. iSaksi idan 

ikorban imerasa itidak imemahami iprosedur iyang idibuat ioleh iLPSK. iApalagi ibagi isaksi 
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idan ikorban iyang itidak iterlalu ipaham ihukum. iOleh ikarena iitu, ipendampingan 

ipengacara isangat imembantu ipara isaksi idan ikorban itersebut. iTata icara ipemberian 

ibantuan isaksi iatas ipermintaan itertulis idari iyang ibersangkutan iatau iyang 

imewakilinya idi ihadapan iOtoritas iPerlindungan iSaksi idan iKorban iDenmark iadalah 

itata icara ipemberian ibantuan isaksi idari iLPSK: 

a. Di idalam iOtoritas iperlindungan isaksi idan ikorban iakan imemutuskan iapakah 

ibantuan isaksi idapat idiberikan. 

b. Dalam ihal isaksi iberhak imendapat ibantuan, iLembaga iPerlindungan iSaksi idan 

iKorban imenentukan iwaktu idan ibesarnya ibiaya. iEfektif idalam iwaktu 

iseminggu. 

Badan iSaksi idan iKorban iDenmark idapat ibekerja isama idengan iotoritas iterkait 

iuntuk imemberikan iperlindungan idan ibantuan. iBadan iterkait iwajib imelaksanakan 

ikeputusan iBadan iSaksi idan iKorban iDenmark isesuai idengan iketentuan iundang-

undang. iSaksi idan/atau ikorban iyang iberada idi ibawah iperlindungan iLPSK imungkin 

imerasa itidak iaman isepenuhnya ikarena isejumlah iisu iyang isemakin iumum iselama 

iproses iberlangsung. iPada isemua itahapan ipenyidikan, imulai idari itingkat ipenyidikan 

ihingga ipenyidikan iyudisial, imembutuhkan iwaktu iyang itidak isedikit. iBeberapa iproses 

iberlangsung isangat ilama isehingga isaksi iatau ikorban ilupa iakan iperistiwa itersebut, 

inamun ikebenaran ikesaksian imereka iharus idiklarifikasi idi ipengadilan. iPada itahap iini 

ikehadiran iLPSK ibersifat iwajib. iSebab, ikeberadaan iLPSK idiharapkan idapat 

imemberikan irasa inyaman idan iaman ibagi isaksi iatau ikorban isehingga idapat ibersaksi 

idi ipengadilan idan iproses idapat iberjalan itanpa ihambatan i(Ulya, 2021) i. 

Lembaga iPerlindungan iSaksi idan iKorban i(LPSK) idibentuk iberdasarkan iUndang- 

iUndang iPerlindungan iSaksi idan iKorban iNo. i13 iTahun i2006. iLPSK iadalah isuatu iunit 

iyang idibentuk iuntuk imelindungi isaksi idan ikorban iberdasarkan itugas idan iwewenang 

iSaksi idan iKorban. iUU iPertahanan idan idukungan. iPerlindungan isaksi idan ikorban 

iselama iini ididasarkan ipada iKUHP isebagai isumber ihukum, isedangkan iKUHAP 

idigunakan isebagai ihukum iacara. iHukum iAcara iPidana imengatur itersangka ilebih idari 

isaksi idan ikorban. 

Pelaksanaan ipertimbangan imengenai iperlindungan isaksi itersebut idi iatas 

imerupakan ipelaksanaan ipertimbangan idalam ihukum ipidana iyang ibertujuan iuntuk 
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imelindungi imasyarakat, ikorban idan ipelaku, iyang itidak idapat idipisahkan idari 

iperlindungan ihak iasasi imanusia i(Kholiq iet ial., i2015). i iDengan iasas ikeseimbangan iini, 

ihak iasasi imanusia imenjadi isangat ipenting, iterutama idalam iperadilan ipidana, idi 

imana ipembuktian imenjadi ikunci iuntuk imenemukan ititik iterang idalam ikejahatan 

itersebut. iOleh ikarena iitu iharus idilindungi idalam iproses ipidana, ikarena imerupakan 

ihak iasasi imanusia iyang ipaling imendasar iyang idimiliki ioleh isetiap imanusia, itermasuk 

isaksi. 

Pembuktian merupakan faktor penting dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan penyidikan suatu tindak pidana, sehingga dalam 

melakukan penyidikan penyidik tidak dibenarkan melakukan tekanan dalam bentuk 

apapun, seperti kesalahan, ancaman, dan lain-lain dalam perkara pidana. kasus. Hal ini 

dapat menyebabkan terdakwa atau saksi mengatakan hal-hal lain yang tidak berhak atas 

kebebasan berbicara. Posisi saksi dan korban berhadapan dengan pelaku tidak ideal. hukum 

n. Menurut UU 13, perlindungan saksi dan korban belum tepat. UU Perlindungan Saksi dan 

Korban dinilai belum cukup menjamin perlindungan saksi dan korban, yang secara langsung 

berdampak pada efektifitas LPSK. Pertama: Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 

tidak secara khusus mengatur sifat kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan 

saksi dan korban, yang terkadang membuat LPSK salah jalan dalam menjalankan tugasnya. 

Pertama, munculnya aturan untuk memfasilitasi kerjasama antara kerjasama 

peradilan dan penegakan hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada 

tahun 1970-an. Mudah menghadapi mafia yang menerapkan code of silence (sumpah 

diam). Setiap anggota Mafia Amerika diharapkan untuk diam dan tidak pernah 

membicarakan apa yang mereka lihat. Jika mereka melanggar janji ini dan bekerja sama 

dengan polisi, keselamatan mereka dan keluarga mereka terancam. Akibatnya, aparat 

penegak hukum kesulitan mendapatkan saksi kunci untuk bersaksi. Departemen 

Kehakiman AS dituntun untuk percaya bahwa program perlindungan saksi harus 

dilembagakan (Nixson et al., 2013). 

Atas dasar itu, penulis menyatakan bahwa orang perseorangan atau badan hukum 

yang menyaksikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana 

atau orang yang menyaksikan dan ikut serta dalam suatu tindak pidana (partner from the 

business of justice) sudah pasti berhak mendapatkan jaminan. Jaminan dalam hal ini tidak 
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hanya jangka waktu gugatan tetapi juga jaminan keselamatan jiwa, yang jaminannya juga 

diberikan oleh LPSK sebagai penerima. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu 

diketahui dasar-dasar penyitaan yang dimuat dalam putusan atau pertimbangan hukum 

yang berkekuatan tetap res judicata untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Jkt .Bel., 

yang dijelaskan dengan fakta hukum, alasan pencabutan, tuduhan dan kesimpulan dari 

putusan pengadilan. 

Untuk alasan ini, Majelis mempertimbangkan tuduhan pertama tentang 

pelanggaran Seni. 340 dibaca dengan Seni. 55 ayat 1, 1, 1 KUHP, unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang; 2. kesadaran; 3. Jadilah proaktif; 4. Mengambil nyawa orang lain; 5. Siapa 

yang melakukan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam sesuatu?Walaupun 

intensionalitas memiliki tiga (tiga) bentuk, ia dapat berupa kesadaran sebagai niat, 

kesadaran sebagai kepastian atau kesadaran sebagai kemungkinan;Pikiran prospektif (Mvt) 

adalah sebutan atau deskripsi dari momen keberadaan tertentu yang perlu direnungkan 

dengan tenang; Seperti yang dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli bahwa selain 

rencana umum, juga terdapat periode antara munculnya niat dan implementasinya, aktor 

dapat dengan tenang memikirkan apa yang akan terjadi secara kebetulan selama periode 

tersebut. Pelaku harus memikirkan bagaimana tujuan/sasaran dapat dicapai, termasuk 

segala upaya yang dilakukan sehubungan dengan penyesatan/penyembunyian fakta, dan 

kemungkinan akan dibatalkan tetapi tidak dilaksanakan; 

Menimbang fakta-fakta kasus tersebut, pada saat saksi Ferdy Sambo memanggil 

terdakwa melalui saksi Ricky Rizal dan setelah terdakwa naik lift ke lantai 3 (tiga) Rumah 

Saguling, saksi Ferdy Sambo dan saksi Ferdy Sambo bersama dengan anak perempuan saksi  

Chandrawati, sedang duduk di sofa di ruang utama lantai 3 (tiga). , "Apakah Anda tahu apa 

yang terjadi di Magelong?" Saat ditanya, "Tidak ada rasa hormat terhadap martabat saya, 

anak ini harus dibunuh." Selain itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk 

menembak korban Joshua dengan mengatakan, "Saya akan melindungimu. Jika saya 

membunuhmu, tidak ada yang akan melindungimu." Menyaksikan permintaan Ferdi 

Sambo, terdakwa menjawab: “Siap, Panglima”; 

Diketahui dari fakta-fakta di atas, terdakwa dapat melihat motif saksi Ferdy Sambo 

membunuh korban. Joshua Saguling berada di lantai 3 rumah tersebut dan penambahan 
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peluru Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo beserta jawaban terdakwa 

“Komandan siap” menguatkan kesediaan terdakwa untuk menembak korban Joshua. 

Sementara terdakwa sedang berdoa di kamar mandi ketika turun dari lantai 3 

Rumah Saguling berharap saksi Ferdy Sambo mengurungkan niatnya untuk membunuh 

korban Yosua, terdakwa mengulangi doa yang sama sesaat sebelumnya. Penembakan 

terhadap Duren Tiga menunjukkan bahwa terdakwa sudah mengetahui instruksi yang 

diberikan oleh saksi Fardi Sambo kepada terdakwa untuk mencabut nyawa korban atau 

menghabisi nyawanya sendiri. Joshua salah; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan 

Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain 

menyatakan; 

1. terdakwa adalah algojo yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo (manus domina) 

untuk melakukan kejahatan (manus menteri) dan terdakwa adalah alat yang tidak 

bersalah sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; Menimbang bahwa 

titipan yang diberikan kepada termohon oleh saksi Fardi Sambo adalah titah dengan 

tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk mengingkari, mengabaikan 

dan menghindar, sehingga mencabut perintah tersebut sekaligus bersalah; 

2. Penghapusan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas paksaan/paksaan; Benar 

bahwa terdakwa menembak korban Yosua karena terdakwa merasa terdesak secara 

psikologis karena tidak dapat melawan karena takut saksi akan menuruti perintah saksi 

Ferdy Sambo jika tidak menuruti saksi ; Kondisi yang dialami responden termasuk 

penindasan relatif dalam arti sempit penindasan mental. Dalam kasus seperti itu, 

pepatah berlaku: “Apa pun yang dilakukan seseorang karena takut kehilangan 

nyawanya tidak akan luput dari hukuman. Menurut Eddie O.S, paksaan relasional bisa 

datang dari siapa saja. rambut 

3. Menurut Pasal 51(1) KUHP terdakwa tidak pernah diajarkan pada satuan dan 

tingkatannya dalam latihan yang diterimanya hanya untuk mengikuti dan mematuhi 

perintah, menganalisa atau mempertanyakan perintah. (l) Sehubungan dengan 

perintah posisi. Diputuskan: “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk 

melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak 

dapat dituntut”; 
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4. Agar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka perlu dilihat dan 

diteliti unsur-unsur kesalahan batin, paksaan moral dan hubungan kuasa antara 

terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, terdakwa memiliki selisih 18 (delapan belas) pangkat. 

Pangkat Jendral bintang dua dan Kadiv Propam, berpangkat Irjen Pol, sehingga semua 

faktor psikologis tersebut membuat terdakwa tidak mungkin mengabaikan, mengelak 

atau mengingkari perintah saksi Freddie Sambo. Prinsip: Suatu perbuatan tidak 

bersalah kecuali jiwanya bersalah, suatu perbuatan tidak bersalah kecuali ada niat 

jahat. 

Karena kuasa hukum terdakwa dalam persidangan meminta agar terdakwa ditunjuk 

sebagai saksi kolaborator pidana (Retfordssumberjeder), rekomendasi dari LPSK pada 

tanggal 11 Januari 2023 tentang rekomendasi untuk memberikan hak dan perlakuan khusus 

sebagai saksi kepada arbiter bersedia untuk bekerja sama (kerja sama yudisial); 

Majelis pertama-tama harus memutuskan apakah tindak pidana yang dilakukan 

oleh terdakwa termasuk dalam lingkup kejahatan, terdakwa dapat memperoleh status saksi 

dan kaki tangan (kerjasama yudisial); 

SEMA 2011 n. Dalam UU No. 4 Mahkamah Agung memberikan pedoman tentang 

tindak pidana dimana pelaku dapat memperoleh status saksi bagi penyumbang dengan 

syarat- syarat yang telah ditentukan; 

SEMA 2011 n. Menimbang huruf 9 butir 4 menetapkan seorang sebagai saksi bagi 

pencipta kontributor (kerja sama yudisial) sebagai berikut: 

orang tersebut dihukum atas pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam SEMA 

ini, mengakui bahwa dia bukan aktor utama dalam pelanggaran tersebut dan memberikan 

bukti di persidangan; Mengingat arti dari tindak pidana tertentu 

SEMA no. 4 Tahun 2011, beberapa kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, 

narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya telah 

menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, 

sehingga merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi. merusak moralitas dan keadilan serta 

membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum; 

SEMA 2011 n. 4 Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur 

tentang perlindungan saksi pelapor pidana (whistleblower) dan pelaku kerjasama 

(Retfærdighedssamarbejdspartner). Pasal 13 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 
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mengidentifikasi perlunya pedoman lebih lanjut tentang penggunaannya; 

Mencermati SEMA No. 4 Tahun 2011, perlu diingat bahwa perlindungan yang 

diberikan kepada saksi oleh pelapor (whistleblower) dan orang yang bekerja sama (justice 

cooperator) sudah ada., "Kejahatan Tertentu", Pelaporan Tindak Pidana (Whistleblower) 

dan Kesaksian Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Cooperation) Merujuk pada hal tersebut, 

"Kejahatan dalam beberapa kasus", namun SEMA 2011 n. bukan bagian dari 4; 

Tahun 2014 UU No. Menimbang bahwa UU 13 2006 sedang diubah, disetujui dan 

diterapkan dari waktu ke waktu dengan syarat pedoman yang ditetapkan dalam SEMA 4 

Tahun 2011 dipenuhi. Majelis memperhitungkan perkembangan keadilan dalam 

masyarakat dan menyerukan pelaporan kejahatan (whistleblower). Dan saksi dari pelaku 

kolaboratif (justice collaborator) tidak berpijak secara terpisah, "Kejahatan Tertentu"Pada 

SEMA 4 2011, tetapi mengacu pada,"Tindak Pidana Sebagian"UU no. 31 Tahun 2014 diubah 

dengan UU No 13 Tahun 2006; 

Pertimbangkan sesuai dengan Art. 28 Co 2 huruf a UU No 31 Tahun 2014 mengubah 

UU No 31 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 13 Tahun 2006, perlindungan saksi LPSK diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Delik yang diungkapkan dalam hal-hal tertentu merupakan delik dalam pengertian 

putusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2). Karena Pasal 5(2) pada hakekatnya 

sama dengan Pasal 28(2)(a), Pasal 5(lainnya), tindak pidana, korupsi, tindak pidana 

narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya, termasuk saksi 

dan korban dengan nyawa terancam dalam situasi yang mengancam; 

Karena untuk alasan ini seni. 28, Co. Pasal 5 ayat 1: "...tindak pidana lain yang 

menempatkan saksi dan korban dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa"; 

Legislator menginginkan agar Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) 

memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana tertentu, termasuk "... tindak pidana 

lain yang menjerumuskan saksi dan korban ke dalam situasi yang terlalu membahayakan 

nyawanya". , sehingga berdasarkan rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada 

terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa secara garis besar dapat 

diklasifikasikan dalam “Tindak Pidana Dalam Kasus Tertentu” sebagaimana dimaksud dalam 

UU No.1. Amandemen ke-31 Tahun 2014 UU 13 2006; 

Namun, syarat lebih lanjut untuk disebut sebagai co-penggugat (staf of justice) 
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adalah bahwa tergugat bukanlah penggugat utama; 

Mengingat bahwa P.A.F. Lamintang “pidana” diterjemahkan sebagai “pidana”, Pasal 

55 ayat 1 KUHP, semua pelaku/pelaku terindikasi, d/digerakkan/dihasut; 

UU 2014 n. 31 Pertimbangkan amandemen. grass bed 13 tahun 2006 menyatakan 

bahwa co-operator dari conditional justice bukanlah aktor utama, istilah aktor utama 

dalam KUHP yang sama tidak dikenal dalam doktrin inklusi/partisipasi dan hanya mengacu 

pada siapa yang termasuk sebagai pelaku/pelaku. Terserah praktik peradilan siapa yang 

harus menjadi aktor utama; 

Karena jelas bahwa terdakwa adalah kaki tangan/kaki tangan, maka setiap orang 

yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak perlu mengikuti kata-kata tindak pidana 

pada saat ikut serta dalam pemeriksaan/pemeriksaan. Saksi Fardi Sambo, Saksi Kuat 

Makruf, Saksi Ricky Rizal, Saksi Putri Chandrawati dan para terdakwa memainkan peran 

mereka dengan satu motif/tujuan yaitu menelan korban nyawa korban Yosua. Dalam kasus 

ini, terdakwa antara lain berperan sebagai orang yang menembak korban Joshua, dan saksi 

Ferdi Sambo adalah pencetus 

ide, aktor intelektual, perancang, serta korban tertembak Joshua dan yang lain. Saksi-saksi 

termasuk terdakwa, sehingga saksi Fardi Sambo dianggap sebagai pelaku utama, namun 

ketika ia sendiri mengatakan bahwa yang dituduhkan adalah benar, yang menembak Joshua 

adalah salah satu pelakunya tetapi bukan pelaku utamanya; 

Seperti terlihat pada kasus kehilangan korban Joshua, kasus tersebut melibatkan 

pihak- pihak yang terlibat tidak menemukan banyak bukti, merusak, menghilangkan, 

mengubah, menambah dan menyembunyikan, pemalsuan, misrepresentasi dan lainnya. 

Banyak dari mereka yang dituntut berdasarkan standar etika dan sanksi oleh Dewan 

Kepolisian Nasional diberhentikan dan diadili; 

Mengingat fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Richard Eliezer 

Pudihong Lumi menyelesaikan kasus kematian korban Yosua dengan kesaksian yang jujur, 

masuk akal dan logis sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada, sangat membantu. Jika untuk 

tujuan ini mereka menempatkan terdakwa dalam situasi dan posisi yang mengancam jiwa, 

pertimbangkan bahwa terdakwa praktis bepergian sendirian; 

Ketika panitia kemudian menerima surat permintaan dari teman-teman pengadilan 

dalam kasus terdakwa Richard Eliezer, dari berbagai pihak: Lembaga Reformasi Peradilan 
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Pidana, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Firma Hukum Farida, Aliansi 

Akademi Indonesia dan Tim Advokasi FHAJ Iluni baru-baru ini, intinya kejujuran dan 

keberanian untuk keadilan bagi semua. Says adalah kuncinya. Oleh karena itu kami 

meminta agar terdakwa Richard Eliezer diberikan penghargaan atas kejujurannya. 

Pasal i5 iUndang-Undang iNomor i48 iTahun i2009 itentang iKehakiman, ico. i1, iMajelis 

itidak imerasakan itekanan iuntuk imengajukan ibanding isecara imembabi ibuta. iDalam 

ikasus isahabat ipengadilan idan i(sahabat ipengadilan) iterdakwa iRichard iEliezer imalah 

imelihatnya isebagai ibentuk ikecintaan iterhadap ibangsa idan inegara, ikhususnya ipada 

ilembaga ipenegak ihukum, isehingga ipara ipihak ibaik ilembaga imaupun ialiansi 

ibertemu. iharapan imasyarakat iluas iyang idiwakili, ikhususnya iterdakwa iRichard iEliezer 

ididorong iuntuk imenyampaikan ikeadilan iyang idirasakan idan idiinginkannya; 

Untuk iitu, iberdasarkan iapa iyang itelah idipertimbangkan, idan ikarena ipenyebab 

ikematian ikorban iJoshua idikelilingi ioleh ibanyak ipihak, imenyebabkan iketidakjelasan 

ikasus, isehingga ikebenaran idan ikeadilan ihampir isecara ijujur. i, ikeberanian iterdakwa 

idan iketeguhan ihati idari iberbagai itingkat irisiko imenyampaikan ikejadian iyang 

isebenarnya, iyang iberarti ibahwa iterdakwa iberhak idisebut isebagai isaksi idari ipidana 

iyang ibekerja isama i(partner iin ithe ijudiciary) idan iberhak iatas ipenghargaan isesuai 

iPasal i10A. iUU iNo i31 iTahun i2014 itentang iPerubahan. ihalaman i13 itahun i2006. 

Seperti iterlihat ipada ikasus ikehilangan ikorban iJoshua, ikasus itersebut 

imelibatkan ipihak- ipihak iyang iterlibat itidak imenemukan ibanyak ibukti, imerusak, 

imenghilangkan, imengubah, imenambah idan imenyembunyikan, ipemalsuan, 

imisrepresentasi idan ilainnya. iBanyak idari imereka iyang idituntut iberdasarkan istandar 

ietika idan isanksi ioleh iDewan iKepolisian iNasional idiberhentikan idan idiadili; 

Mengingat ifakta-fakta ipersidangan imembuktikan ibahwa iterdakwa iRichard 

iEliezer iPudihong iLumi imenyelesaikan ikasus ikematian ikorban iYosua idengan ikesaksian 

iyang ijujur, imasuk iakal idan ilogis isesuai idengan ibukti-bukti ilain iyang iada, isangat 

imembantu. iJika iuntuk itujuan iini imereka imenempatkan iterdakwa idalam isituasi idan 

iposisi iyang imengancam ijiwa, ipertimbangkan ibahwa iterdakwa ipraktis ibepergian 

isendirian; 

Ketika ipanitia ikemudian imenerima isurat ipermintaan idari iteman-teman 

ipengadilan idalam ikasus iterdakwa iRichard iEliezer, idari iberbagai ipihak: iLembaga 
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iReformasi iPeradilan iPidana, iIkatan iAlumni iFakultas iHukum iUniversitas iTrisaksi, iFirma 

iHukum iFarida, iAliansi iAkademi iIndonesia idan iTim iAdvokasi iFHAJ iIluni ibaru-baru iini, 

iintinya ikejujuran idan ikeberanian iuntuk ikeadilan ibagi isemua. iSays iadalah ikuncinya. 

iOleh ikarena iitu ikami imeminta iagar iterdakwa iRichard iEliezer idiberikan ipenghargaan 

iatas ikejujurannya. iBerdasarkan iketentuan idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa 

iterdakwa idiekspos isebagai irekanan iperadilan idalam iacara ipokok. iUU iNo. i13 iTahun 

i2006 imemberikan isyarat ibagi imitra iperadilan iuntuk itidak imenjadi ipelaku iutama, 

inamun idalam ikonteks iini iistilah i“pelaku iutama” itidak idikenal idigunakan idalam iteori 

iinklusi/partisipasi idan ihanya imengacu ipada isiapa ipelaku/pelakunya. iterlibat. iSiapa 

iyang iharus imenjadi iaktor iutama idalam ipraktik iperadilan? iDi ilatar ibelakang 

iperenungan idan ipenyebab ikematian ikorban iJoshua iterkepung idari ibanyak isisi, iyang 

iberujung ipada ikelamnya ikasus, isehingga ikebenaran idan ikeadilan inyaris ijungkir ibalik, 

ikejujuran idan ikeberanian idiungkapkan iserta iketeguhan ihati. itertuduh idengan 

iberbagai iresiko iakan imemberitahukan ikejadian iyang isebenarnya, isehingga idapat 

idikatakan ibahwa itertuduh iadalah isaksi iyang ibekerja isama ipenggugat i(partner 

iyudisial). imemenuhi isyarat idan imemenuhi isyarat iuntuk imendapatkan ipenghargaan 

iberdasarkan iUU iNo. i10A. i31/2014 iuntuk iperubahan. ihalaman i13 itahun i2006. 

Bentuk iPerlindungan iHukum 

Menurut iPhilipus iM. iHadjon, iperlindungan ihukum ipreventif iadalah 

iperlindungan ihukum iyang idilaksanakan imelalui ikegiatan ipartisipatif i(partisipasi) iatau 

imendengarkan ikomentar. iBerkaitan idengan iasas iketerbukaan idalam iadministrasi 

ipublik, ihal iini isangat ipenting. iHakikatnya, iperlindungan ihukum ipreventif iadalah 

i“menghindari iperselisihan iakan ilebih ibaik idaripada imenyelesaikan iperselisihan” 

i(Hadjon, i2011) 

Berdasarkan iketentuan itersebut, imaka iperlindungan iyudisial ipreventif iadalah 

iperlindungan iyudisial idalam ihal ipermohonan iuntuk iturut iserta idan iberacara 

isebelum ipenyelesaiannya idi ipengadilan. iJika iterkait idenganPengawas imasa 

ipercobaan ikhususnya imereka iyang imenjadi isaksi idan isekaligus iterlibat idalam itindak 

ipidana, ihal-hal iyang imereka imanfaatkanPengawas imasa ipercobaansesuai idengan 

iketentuan iseni. i5 idtk. i(1) iin. idan iUU i13 i2006, iyang imengatur itentangPengawas 

imasa ipercobaan iuntuk imendapatkan iperlindungan iatas ikeselamatan ipribadi iAnda, 
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ikeluarga iAnda idan iharta ibenda iAnda, idan idari iancaman isehubungan idengan 

ikesaksian iyang idiberikan, idiberikan iatau idiberikan. 

Perlindungan ihak iasasi imanusia isetiap iwarga inegara iadalah itugas inegara, 

iyang imenegaskannya isebagai iaturan ihukum. iMenurut iseni. i1 idetik. i3 iUUD i1945, 

iIndonesia iadalah inegara ihukum. iOleh ikarena iitu, inegara imemiliki ikewajiban iuntuk 

imelindungi ihak iasasi imanusia isetiap iwarga inegara. iPerlindungan ihukum ijuru isita 

iharus iluas idan ilengkap iselama idan isetelah ipersidangan. iBanyak iancaman idari ipihak-

pihak iatau iindividu iyang iakan itersinggung ijika ihakim iasosiasi imenemukan itindak 

ipidana iyang idapat imembahayakan ihakim iasosiasi idan ikeluarganya. iAda i4 i(empat) 

ibentuk iperlindungan ihukum idi iIndonesia, iyaitu: 

1. Perlindungan idari ibahaya ifisik idan imental 

2. Payung ihukum iPerlakuan ikhusus 

3. Pemberian ipenghargaan 

Secara inormatif, iada ibentuk iperlindungan iyudisial irepresif iyang idilakukan idi 

ihadapan ipengadilan iyang iberwenang iuntuk imemeriksa, imengadili, idan imenyelesaikan 

iperkara iyang iada. iMenurut iPhilipus iM. iHadjon, iperlindungan ihukum irepresif iadalah 

isuatu ibentuk iperlindungan ihukum iyang ibertujuan iuntuk imenyelesaikan isuatu ikonflik 

i(Philipus, i1987). 

Pedoman iuntuk iMengidentifikasi iSeseorang isebagai iSaksi iyang iBekerja iSama 

i(atase ikeadilan) iMereka: 

a. Subjek idata iadalah isalah isatu ipelaku ipelanggaran itertentu iberdasarkan iMSEL iini, 

imengakui itelah imelakukan ipelanggaran, ibukan ipelaku iutama ipelanggaran 

itersebut idan imemberikan iketerangan isebagai isaksi idi ipersidangan; 

b. Jaksa imengatakan idalam ikesaksiannya ibahwa iia imemberikan iinformasi idan ibukti 

iyang isangat irelevan ikepada ipenyidik idan/atau ijaksa iuntuk ibenar-benar 

imengungkap ikejahatan iyang idimaksud, imendeteksi ipelaku ilain iyang iberperan 

ilebih ipenting idan/atau imengembalikan ibarang. imenghabiskan; 

c. Setelah imenentukan ialasan ihadirnya isaksi-saksi itersebut idi iatas, ihakim idapat 

imempertimbangkan imasalah ipenjatuhan ipidana isebagai iberikut idalam 

imenentukan ihukuman iyang iakan iditerapkan: 

1. menjaluhkan ipidana ipercobaan ibersyaral ikhusus; idan/atau 
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2. menjatuhkan ipidana ipenjara, iyang imerupakan iteringan idari ipara iterdakwa 

ilainnya iyang idivonis idalam iperkara iini. iDalam imemberikan iperlakuan ikhusus 

iberupa igrasi, ihakim itetap iharus imemperhatikan irasa ikeadilan imasyarakat. 

d. Kelua iPengadilan idi idalam imendislribusikan iperkara imemperhalikan ihal-hal 

isebagai iberikut: 

1. Sedapat imungkin, isampaikan iisu-isu iterkait iyang idiungkapkan ioleh isaksi 

ipemangku ikepentingan iyang ibekerja isama ipada ipertemuan iyang isama;; idan 

2. Prioritaskan imasalah ilain iyang idiungkapkan ioleh isaksi iyang ibekerja isama. 

 

KESIMPULAN 

Saksi iatau ikorban iyang imenjadi ijustice icollaborator ijuga iberhak imendapatkan 

iperlindungan ihukum, iseseorang iatau isubjek ihukum iyang imenjadi isaksi idalam itindak 

ipidana ikhususnya itindak ipidana ipembunuhan iberencana iatau ibahkan iseseorang 

iyang imenjadi isaksi isekaligus iterlibat idi idalam iperbuatan itindak ipidana i(justice 

icollaborator) itentu iberhak iuntuk imendapatkan ijaminan. iJaminan idi idalam ihal iini 

iyang idimaksud iadalah itidak ihanya ipada isaat iberjalannya ikasus isaja inamun ijuga 

ijaminan ikehidupan iyang iaman, isehingga ijaminan itersebut iakan idijamin ipula ioleh 

iLPSK isebagai ilembaga iyang iberhak idalam ihal itersebut. iTerdapat i2 i(dua) ibentuk 

iperlindungan ihukum iterhadap ijustice icollaborator idi idalam itindak ipidana 

ipembunuhan iberencana. iAntara ilain iadalah iperlindungan ihukum ipreventif iyakni 

iperlindungan iterhadap ifisik idan ipsikis, iPerlindungan ihukum, iPenanganan isecara 

ikhusus, iPemberian ipenghargaan. iSedangkan ibentuk iperlindungan irepresif ipelaku 

itindak ipidana idalam ihal ipembunuhan iberencana idapat imengajukan ipada iLembaga 

iPerlindungan iSaksi idan iKorban isesuai i dengan i ketentuan i Nomor i 9 i Surat i Edaran 

i Mahkamah i Agung i Nomor i 4 i Tahun i 2011 itentang iPerlakuan iBagi iPelapor iTindak 

iPidana i(Whistleblower) idan iSaksi iPelaku iyang iBekerjasama i(Justice iCollaborator) idi 

iDalam iPerkara iTindak iPidana iTertentu. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.3 No.3 September - Desember 2023 

 

Doi: 10.53363/bureau.v3i3.330  2430 

 

Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 48–58. 
Gosita, A. (2004). Masalah perlindungan anak. Bhuana Ilmu Populer. 
Hadjon, P. M. (2011). Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. (No Title). 
Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan 

Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. Law 
Reform, 11(1), 100–112. 

Marpaung, L., & Asas, T. (2009). Praktek: Hukum Pidana. Sinar Grafika, Bandung. 
Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen, 2(2). 
Nixson, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. USU Law Journal, 1(2), 40–56. 

Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 25. 
Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator. Jurnal Konstitusi, 13(2), 431–

454. 
Simanjorang, B. C. P. (2015). REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) 

DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH. 
Jurnal Ilmu Hukum, 1–14. 

Siswanto Sumarsono. (2012). Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban. Sinar Grafika. 
Ulya, N. U. (2021). Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. DIMENSI KEADILAN PLURALITAS, 

191. 
Wijaya, F. (2012). Whistle blowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum. Penaku. 
 


